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pada tanggal 16 November 2024).

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Wati Sulastri, S.STP. selaku Analis Kebijakan Sub
Koordinator Administrasi Pemerintahan Kota Cirebon pada tanggal 26
Agustus 2024.

Wawancara dengan Ibu Eli Haryati, S.Sos., M.Si. selaku Staf Ahli Wali Kota
Cirebon Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan pada tanggal 4
Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Giri Yudie Hartanto, S.STP., M.Si. selaku Analis
Kebijakan Sub Koordinator Administrasi Wilayah Kota Cirebon pada
tanggal 9 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Mochamad Sesar Dwisepta, S.H., M.Kn. selaku Analis
Hukum Bagian Hukum Pemerintah Kota Cirebon pada tanggal 10
Desember 2024.


https://cirebonkota.go.id/pemkot-cirebon-catat-rekor-investasi-2024-tembus-rp-197-triliun-hingga-oktober/

